BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana
Desa untuk sctiap Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

schbagaimana dimaksud dalam huruf a, peria
ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4265),

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang




Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenitang Pemerintahan Daerahsebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679}

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dans Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864},

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50,/PMK.07 /2017 tentang Pengeloiaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Beria
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019




{Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2018 Nomor B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

=1

Dacrah yang selanjutnya disebut kabupaten adalah Kabupaten
Balangan.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah bupati
Balangan.

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum vang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masvarakat setempat berdasarkan prakarsa masvyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana vyang bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten [kota dan digunakan untuk membiayval
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Dess sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

BABII
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:




a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi
jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal vang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula scbagai
berikut:

AF Desa = {{0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten Balangan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa kabupaten Balangan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa kabupaten Balangan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap [KG Desa kabupaten

Balangan
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Balangan.




Pasal 7

Indecks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari
kementerian yang  berwenang dan/atau  lembaga  yang
menyelengparakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tuyyuh) han kera setelah
Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah
persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap | paling cepat bulan Januan dan paling lambat minggu
ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen|;

b. tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

c. Tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% [empat puluh
persen),
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap | dilaksanakan setelah Bupat
menerima :
a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019:

b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
¢.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

c. rekomendasi Camat,
[5) Penyaluran Dana Desa Tahap Il dilaksanakan setelah Bupati
menerima

a. laporan realisasi penyverapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran 2018:

b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

¢, rekomendasi Camat.

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati
menerima :




a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampal dengan tahap [l tahun anggaran 2019:

b. surat permchonan penyvaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
c.q. Kepala Dinas Pemnberdayvaan Masyarakat dan Desa; dan

c. rekomendasi Camat.

(7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf ¢
diberikan setelah Kepala Desa menvampaikan berkas persvaratan
penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a dan huruf b.

(8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud avat (5) hurufl ¢
diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. berkas persyvaratan penvaluran Dana Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b;

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa
(Dana Desa Tahun Anggaran 2018) yang lengkap dan sah
beserta kewajiban pajak.

(9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (6] huruf c
diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b;

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa
(Dana Desa sampai dengan tahap [I Tahun Anggaran 2019) yvang
lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.

(10} Laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput Dana Desa
sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (6]
huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen] dan rata-rata
capaian oufput menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen).

(11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan
huruf ¢ dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian oufput
dari seluruh kegiatan.

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume culput, cara pengadaan, dan capaian oufput.

(13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) belum memenuhi kebutuhan imput data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada
peraturan vang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

(14} Sistematika penyvempaian persyaratan penyaluran oleh kepala
Desa kepada Bupati diatur sebagai berikut :




a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa
kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa melalui Camat.

b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan
verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat
Kecamatan,

c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah
terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan
persyaratan  penyaluran tersebut kepada HKepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat
rekomendasi Camat.

d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas
permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan
rekomendasi penyaluran.

e. Kepala Badan Keuangan Daeerah menyvalurkan Dana Desa
langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas
desa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa.

BAB Il
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa schagaimana
dimaksud pada avat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenal AFBDesa.

Pasal 11

(1] Pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari Dana Desa berpedoman
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai
kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya,/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menverap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah  daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa,




(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

[2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap IL

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran
berjalan.

(4] Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap 1l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran
berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian outpuf setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dan avat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran
capaian output kepada Bupati.

BAB IV
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il
tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap Il, penvaluran Dana Desa tahap [l tidak dilakukan.




(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
avat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa,

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa vang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggsran
berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu
tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1} Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b.sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang
dari atau sama dengan 30%; dan
¢. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 avat (1) huruf a dan huruf b berlangsung
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.
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(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hal sisa dana desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke
RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan,
sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam
penvaluran dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun
anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penvaluran sebelum
minggy kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Il
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Il dari
Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap 11 yang belum disalurkan
dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1] huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh

persern),

{2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnyva.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
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BABV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Parnngin
pada tanggal 31 Desember 2018

o Ex

f v _——Bup BALANGAN,

| I/ £ \ &
[ ERL A
I - II\'\ :_1 = ..-": -

H.-ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
T PATEN BALANGAN,
SR

.f'u.?'.’ : A

. . 19780929 200501 1 009

BERITA BAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 52




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALAKCAN

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

FENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

MO | KECAMATAN DESA DANA DESA TAHAF | TAHAP |1 TAHAR 111
1| dumi Munrs Ninian 741,131,000 148,236,200 206,453 400 296,452,400
2 Mum Hamarung 760,959,000 153,199.800 304,359 600 304,359,600
AT Jui 0015 000 153,003,800 | J05, 007 S0 03 007 600
4 |Jumi Buntu Kurau §25,652 000 165,130,400 330,260,800 330,260,800
5 |Juai Bata T30 83, 147,665 BOD 495,931 600 295 531 600
6 [Juai Oalumbang 766,371,000 53,274,200 306 548,400 06,548,400
7 |Juni Sungn Hatung 795,959,000 59,191,800 318,383,800 118383 600
8 lJum Birap 737,065,000 147 550,000 295,186,000 L9%, 186 000
9 ldum Tigarun 750,565,000 150,113,000 300236000 300,226,000
10 JJun Teluk Huyur 500,296 00O 170,056,200 340,118,400 340,118,400
L1 | Juni Prmuriis 775,030,000 155,006,000 310,013,000 310.012 000
13 1.:ll.llu.t Marins BT 650,000 165,931,200 31,842 400 333 63 00
13 [ua i 788,153,000 187,630,600 315,261,200 315,361,300
14 |duai Mihy 779548 000 155,909,600 311,819,200 3L} 819,300
15 [Juai Huliis TBO.A25 000 156,165,000 313,330,000 312,330,000
16 _|Jusi_ Tawahan BED. 562,000 77,992,300 385 984 500 355,984 BO0
17 _|Jumi Gulinggang B10.537,000 62,107,400 324,214 800 334,214 800
18 |Juni Munglur Lyam Al4, 768 000 62,953 335,007,200 323,907 200
19 [Jumi Parikitibash TE4.571,000 52,604, 200 305 TER 200 ALK5, TEB A0
20 |Jui Wonnerja B2 6236 000 1054 325, 200 A28 60 400 333,650 400
2L duni Sumnher Frjreki 851,743 D00 172,548 600 345,067,200 345,007 200
27 |Halong Hauwns 830,772,000 166,154,400 132,308,800 332,308 800
23 |Halong gkl 740,404,000 148 UB0,BDO 06, 161,600 296 161 600
24 Mantuyen B09.09 1 D00 161,998,200 333,996, 400 323 R 400
15 |Habong Tukruan 743,230,000 L4864 6000 297,293 000 297 3003000
26 |Halong Halarg 754,398,000 150 479 600 301,759,200 301,759,200 |
27 |Halang Puyun 741,419,000 148 283 8O0 296,567 600 296,567 600
| 38 |Halong Bunty Planduk 742,773,000 148 554,600 297,106,200 307,109,200
| 29 |Halong Suneng Riut 750,535 000 150 107 000 300 2 84 000 3214
30 [Halong Kiapil #21,456,000 164 291 300 428,582,400 328 582 4D0
3l |Halong IMastiarn tang B19. 140,000 163 K28 000 327 656,000 327 56,000
32 |Halong [Binjal Pungga 769 469,000 153893 800 307,787 600 307, 7B7 600
11 [Halong Livu 753,204,000 150,640 800 301,281,600 301,281 600
34 |Halong Bimusng Santang 285,072,000 197 014 400 394,028 8O0 394 028 800
35 |Halong Amiiiitigan #13,329 000 162 665 A00 325,331,600 325,331 600
36 |H Binju 768,110,000 153,632 000 IOF 244,000 307 244,000
37 |Halong Karys TGT,HE0,000 153,536,000 307,072,000 307,072,000
[ 3% [Halong Lren 788, 153,000 | 157,638,600 315,277,200 A15.377,200
19 |Halong M rjai Af4 B4 000 1 76,068,400 153,936,800 351,934 A00
40 |Halung Suryatama 746633 000 | 149, 306,600 JUH 653, 300 268,633,200 |
4] |Halang Baruh Panyambacsn B32.304,000 70,460 8O0 340,021,600 140,921 500
42 |Halon Muuya TOR.641,000 59,728 200 219456400 119,456,400
43 [Halong Padang Rasya 766,041,000 159,206,200 218412400 318,412,900
44 |Hulong Sumber Agung 730,736,000 146,147,200 | 303 394 400 39,264,400
45 Halong M B 14,983,000 | 163,796 600 J37. 893,200 337,503, 300
46 |Awnyun Bihnsn 717,219,000 143,443,800 286,887 600 286 887 600
47 [ Awaynn Pematang 748,078,000 149,615,600 499,231,200 299,231,200
48 |Awsyan MeTal 857,142 000 171,438 400 43 856 KO0 343 555,800
49 | Awayan Ammyun TT5.B70.000 55 175,800 L s T JL0351,600 |
30 |Awayen Pudak 722 463,000 44,642 600 269,385,200 280, 385,200
81 [Awuyan Bodalungge 738,441,000 149 688,200 359,376,400 299,376,400
| 53 | Awnvan Tundakan 847,280,004 173,456 000 346,912,000 346,912,000
53 |Awsyan Skontan T20.273 144,054 600 J88,109.300 2BE, 109,300
54 |Awayan Pulantar T25 375,000 145,075,000 290, 150,000 2%, 150,000
[ 55 [Awayan Tund: 723,519,000 144,703,800 289,407,600 260 407 600
56 |Awayan Muara Jaya 721,449 000 44 89,800 288,570,600 288,579,600
37 |Awayan [Hahara Hibr T1E, 197,000 43 635400 287 278 800 387, 278_B00
58 |Awayan Bary E25 379,000 163,075 800 330,151 600 130,151,600
E9 [Awayan Awnven Hilir 718,733,000 43,744,600 287 489,200 247 489,200
B0 | Awsyan Putat Hasiun BG7,014,000 61 403,800 322 805 800 124,805
61 |Awayan Set Pumpling T340, 386,000 146077200 202,154,300 293,154,400




| RECAMATAN DESA DANA DESA TAHAF 1 TAHAP IT TAHAF M
B2 |Awayan Hadalungga Hilir THI 243,000 156 248 40 312,466 800 313,404 800
B3 Awayan !_‘_l_l_.lgﬂ.u R35,087,000 167,017,400 334 034,800 334,034 B0
| Awayan Tangakin THT 630,000 157524 G 215,049 200 315,049,300
&5 |Awayan Kedandong T3 559,000 144,511 800 289.023,600 209,023 600
Bb | Awayan |Harambas 723,885,000 e P 289,554 000 4895 5, e}
67 _[A Atn Bakian 40, A28 ODO 148,125 600 206,251 200 296,251 300
BE |Awayan Pyt 231,714,000 14, 242 SO0 208,685 000 288 BAS 400
I_E!':'l Bintu Aland: ETunm.n 733,411 000 146 6832 J00 203 364, =00 53, 364 40
TO | Bary Mandi [Lok Batu V16,578,000 43215600 286,631 .00 285,631 00
71 |Batu Manedi Munjung Tl 04T 000 A5 B 10,40 207 618 800 AUT GIE B0
v | i slands Pl L 741 H41 000 148 366 30K 2596, T, S0 4%, 7 36 S0
73 {Baty Mandi Batumadyidi 30,012,000 56 002 400 252 004 800 292,004
74 |Baju Mandi Hiwm 752,349,000 50460, 800 00,535,600 SO0, 935 600
75 |Bntu Mands Mantiman T47, 103,000 1409 4 20 200 208,840,800 498,540 BN
76 |Hagw Mandi e i TEE 431,000 153 686, 200 30T ATI 400 307 3T 404
7 | Hntu Mand: IBLmE: T2l 311,000 144 242 I000) 288 484 500 JH8 484 S04
TE |Batu Mandl Teluk Mesjid T34 664,060 1469373 600 293 867,400 253 867 200
V| Bnti Mandi Titabriiis Thilawg v 15 063,000 143 812,600 SB 7 Bdh 00 FAT Gl S i
B0 | Batu Mandi Hanua Hanvar T4 5, 768,000 148,153 80 I8 307 600 198 307 0
Bl |Hat Manci Hukiing Tii, 134,000 IEJ.{:IHI-IEH] 307, 358 500 0T 258 G
83 |Baty Mandi Karuh Ta2 810,000 148, 5633, 000 297,134,000 297,124 000
B |Batu Mandi uhs T3, 1 14 000 47 Fdd &5, 445,600 494,345 GHiH |
B4 [ Batd Mandi Canung Manasi T35, 768,000 43,153,600 220,307, 200 450 0T O
85 |Bara Mand: Hampa Rava B11,957,000 166,091,400 332,782 EO0 333,762 800
| 86 |Bamd Mandi INAl 827,026 00y 165,405,200 230, 8 10 400 A30. 810 480
87 |Lampihmng Tanah Haobang Kin TED 204 Dk 149 A5E B0 J95.TIT 600 299,71 T b
B8 | Lampihong Fanmran 1,07 1,599 000 214,319 800 42R 639,600 428 639, 600
849 | Lam Tumah Hi KEnED B54,945 (i) 170, 58%,.000 2 [ 978000 A4 1078, (00
90 | Lampihong Bgtu Mernh T48, 717 O 149 143,400 I‘JIL,?-B&,B'DD zqaﬂm,am
41 |Lampihong Lampibuing Kanan 792,606 000 158,531,200 A7 042 400 317 043,400
93 jlLampihong Lumpihong Selatan THI 050 (M) | 156,591 800 JE.3, 181,600 313, 163,600
93 §Lampihnng Lampihong Kirl THT.BO07 D0 183,591 .400 07, 162.E00 307,163,800
94 |Lampilmng Luias T4 B13 (M 146, TG, GO0 25T 535,200 297.535 300
95 |Lampihong Hussan b Hulu 713,821 .000 44, T, 200 250,528 400 289,538, 404
96 |Lamapihong kumam s Hifir T3, 528, () 44,705,600 259,411,300 AR5 4] I.liﬂ".'-l
97 |Lampihong Simprng Tign 820,508 000 164,101,000 328,303 (00 328 202,000 |
98 |Lampibong Plmtung Lurus T4, B3E (0 148, 167,600 296,335,200 296,333,200
99 | Lain pilvoiig Lak Hunawang TA0 B0 L4, 1 T 200 293,353 400 292,352,400
100 | Lampihong Kupang 730,341,000 146,068,200 292,136,400 292,136,400
101 Lqrnpr.h.u.n‘ Tampang T 16,702,000 143,340,400 J8h 680 B00 286 B0
102 | Lampikong Mistnng Hmrsu T 1 kB0 0 L4d 6] 800 284,731 600 284 723,600
103 | Lwmpihang Lok Pasiginangan 733,525,000 146,725,000 263,450,600 263,354,000
104 | Lampiliong oJuaEki 726,525 000 145,305,600 290,611,200 260,611,200
108 | Lsmpihong Sungmi Tabuk 760,51 },000 153,104,200 304 204 400 304,304 400
L6 | Lampihong Jumamun 40, 5 000 L4, 107 200 296,314 400 296,314,400 |
107 | Lamspihang Pumping T2 556,000 W.EW:EDD 493,198,400 253,198,400
[ 08 | Lampihang Hilic Fasar 765,195,000 53,035 000 306,078,000 306,078,000
L | Lampihang Teluk Kmrya 714,585 000 42,997 500 285 008 A 2HE 095 400
L 11 | Larmpi h.Eu}u.-m 410,767,000 #3,153.400 64 806 800 b4, 306 EB00
Lil L.J'.l.r|:.|:||l1m.'|jI Sun'.u .ﬂ.wn.nl T11 3,000 47,320 284 641 20 JB4 A ] 200
113 | Ly i B g Randnig Ly T AA3.000 A5 A66 0 2090833 0y 2833 200
113 [Lampihong Mundur B?E.NTIDDD 172,445 400 A48, 808 800 J48, 858 800
114 | Paringin Halang 717,543,000 11,508,600 287,017 300 287,017.300
115 | Paringin jHialnhinng 814 395,000 162 859, 0 225, T LA OO A35, T 18 (00
114 { Paringin Lusung Hatu Ta9.551,000 145,910, 20 201 B30 400 291 B30, 44K
117 [Paringin Paran 727,060,000 145,412,000 200,824,000 290,824 000
118 | Paringin Lovan TR 821 00D 153 T 00 307 578 400 J0T 536 404
119 | Paringn Suring Hu fig T BT 152575800 IS, 151600 A08. 15 1 .6404
120 |Paringin Mangkayahuy Ta7 406 a0 145493, 200 A0 Gia 00 2500 WED 00
121 [Paringn Lok Bavung T11.097 (0 136,314,400 202,434 800 292,438 800
£33 | Paringin Larmidm Bawah TaT.6 L2 000 145,522 400 F0l 0= BOD 201,044, B00
123 | Parengm Dﬂ TE'LI__,M].[J'U-I:! 144, 102 400 AEA 204 800 JER, 0. 8O0
124 [Paringm Hujen Mas B05,E20,000 161, 164000 323,328 000 322,328,000
125 | Far Balayuy TAT. 45,000 L4 540,000 290,098 (00 0,098,000
1 36 |Paringin Babida 7 i8,531,000 143, 7RG 200 H?,Eﬂ.ﬂﬂﬂ J87.573.400
137 [Paringin Snngae Ketam B4 5 000 1L G0d BOD 339 ROD Ay 135,809 H00
|28 |Paringin Seiatan _|Haruh Bahinu Luar a7 088 000 145,417,600 | B35 200 350,835,200
129 |P Selutan {lnar T20.537,000 42 107 400 288 214 8o 2082 14,800
134 [Paringin Selatan [Baruh Bahiny Dalam 7T 8, 000 15) 567 00 203, 154 (O 303, 134000




KO | KECAMATAN DESA DANA DESA TAHAP | TAHAF 11 TAHAP 11
131 [Paringin Belotan _|Panggang 735 B35 D00 A7 167,000 I#4.334.000 294,334,000
133 |Pasingin Selstan_| Galumbang B07_BOH.(00 B1.531.600 I23.041.200 323.043.200
131 Selntan _|Halubau G4 1 726 000 BE.145.200 176600400 276,690 400
134 |Paringin Selatan 790.092 000 SE.018.400 216,036 ) 316.036.800
135 in Selatan | Murung Abuin 718.272.000 143,654 400 2HT 308,800 287, 08 800
136 |Paringin Selatan | Bu 725.510.000 14E. 102,000 200.204.000 290.204.000
137 |Paringin Selatan _|Maradan 737.940.000 47,589,800 2951 70,600 205,175,600
136 |Paringn Selatan_|Halubau Usars 777123 000 55 434 00 310545 200 310549 300 |
139 Selntan [Murung Jambu Ta6.001. 000 145.213.200 290.424.400 290,424 400
140 [Paringn Selatan [T Purun 719.307 000 143.879.400 287758800 2HT.758.800
141 Selatan i 734,919,000 146.983.R00 293.967.600 290,967.600
144 |Pannpn Sciatan T:30. (68, 000 146.013.600 292 027 200 262037200
143 Pitip B2T 237 000 5 445 400 330 K0 BOG 330 B90. 800
144 [Tebi Te &20.251.000 64 050,200 328,100,400 328.100.400 |
A5 [Tebi 216,523 000 631,304,600 236.600.200 26 609. 200
46 [Tehing Tinggi [ Ju'uh BOS, 299 000 61 656 800 23.319.600 333 319.600
147 [Tehing Tinggl | Maywnau 803.225.000 60,645, 000 21 2%0.000 321.290,000
148 [Tebing Tinggl | Sumpang Bumbuan 06,763,000 59.3583.000 318.705.200 318.705.200
140 [Tebing Tinggl _ [Auh 54,422 000 1701.884.400 341,768,800 341768, 500
150 [Tebing Tinggi | Gunung Bat T6T.221.000 153.444.200 J06.888 400 306588 400
151 [Te Langkap 776382 DDD 155 276 400 10,557 RO 310,552 800
152 |Te | Siampaog Nudong 851 573,000 170,314,600 340.629. 200 340,629
153 |T= Apung 901 475000 160.295.000 360,590,000 FE0_ 550,000
154 [Tebi | Kambiyain T57.217.000 151 443,400 302 856800 302 886 8OO
JUMLAK 119.058.393.000 | 23.BIL6TEG00]| 47.623.357.200 | 47623357 3200




